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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

                                  NOMOR   P.25/MENHUT-II/2010 
TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI  
HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2010  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.    bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mengatur pelaksanaan 
rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota; 

b. bahwa kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 
dalam rangka perbaikan kondisi DAS yang telah 
dilaksanakan perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan 
baik kualitas maupun kuantitas penyelenggaraan dan 
sasaran kegiatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 
2010; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah  Nomor 35 Tahun 2002 tentang 
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4776); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5056); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
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Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

9. Peraturan Presiden  Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-
II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80); 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-
II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 96); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2010  

Pasal 1 

Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010 adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini. 

Pasal 2 
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam 
penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010. 
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Pasal 3 
Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010 berpedoman 
pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang 
Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

Pasal 4 
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Juni 2010 
MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ZULKIFLI HASAN 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Juni 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAM 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR :  P.25/Menhut-II/2010 
TANGGAL : 3 Juni 2010 

 
 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN 
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2010 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Hutan Indonesia seluas 137,09 juta Ha atau + 70% dari luas daratan 
Indonesia adalah merupakan hutan tropis ketiga terbesar setelah Brazil dan 
Zaire, mempunyai peran dan nilai yang sangat strategis. Sumberdaya hutan 
bukan hanya merupakan sumberdaya alam yang mempunyai nilai 
ekonomis, tetapi juga mempunyai nilai sosial, dan nilai ekologis. 
Mengingat luasnya, maka hutan Indonesia tidak hanya mempunyai nilai 
strategis bagi rakyat Indonesia tapi juga bagi lingkungan global, terutama 
dalam mengurangi dampak perubahan iklim dunia. 
Kondisi sumber daya hutan Indonesia mengalami kerusakan yang 
diakibatkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan yang belum optimal 
menerapkan kaidah kelestarian. Berbagai tekanan terhadap sumberdaya 
hutan telah menyusutkan keberadaan hutan, mulai dari maraknya 
penebangan dan pencurian kayu secara liar, perambahan, dan kebakaran 
hutan. Tekanan terhadap hutan ini menyebabkan semakin luasnya lahan 
kritis yang ada. Berdasarkan data statistik Ditjen RLPS tahun 2007, luas 
lahan kritis sebesar 77,8 juta Ha yang terdiri dari Agak Kritis seluas 47,6 
juta Ha, Kritis seluas 23,3 juta Ha, dan Sangat Kritis seluas 6,9 juta Ha. 
Kerusakan sumber daya hutan berakibat pada menurunnya kemampuan 
hutan dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan ekologis. Indikasi 
kerusakan sumber daya hutan ini dapat dilihat dari menurunnya kualitas 
Daerah Aliran Sungai (DAS) dan semakin intensnya terjadi bencana alam 
berupa banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Selain itu, kerusakan sumber 
daya hutan menjadi sorotan dunia internasional sebagai salah satu 
penyebab perubahan iklim dunia. Dalam rangka mengembalikan kondisi 
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